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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS INSPEKTORAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;



10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021,

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan,;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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Peraturan Mecenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

Yth.
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2.

3.

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 121 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024,

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

: Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan.

: Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal [4 - 8 — 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO

Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan
Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :00.7.2.6/1115/HK/424.013/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor 000.7.2.4/395/424.101/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang
Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan
Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan berkewajiban Menyusun Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada rancangan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024,

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama
Triwulan I dan II) menunjukkan adanya penyesuaian sebagai berikut :

1. Penghematan Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menyebabkan penyesuaian target kinerja dan indikator kinerja
program /kegiatan/sub Kegiatan.

2. Pengurangan dan pergeseran pagu anggaran.



1.3

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, maka Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat

Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Daerah
tahun 2024.

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 yaitu :

1.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945
Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-
Daerah Provinsi Dan Daerah Provinsi Itu dibagi atas Kabupaten
Dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu
mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-
Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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12.

13.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undanng-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
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19,

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan = Pengawasan  Penyelenggaraan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2021 Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan
Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
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28.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang
kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
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29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
Nomor 12);

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 121 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MAKSUD DAN TUJUAN

1

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personal
Inspektorat Dacrah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai
alat untuk menjamin keterkaitan dan Kkonsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai
implementasi dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (P-RKPD) serta untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Perubahan Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana
Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan dari tujuan

dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
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2. Tujuan
Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan
Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan
APBD pada Perangkat Daerah.

b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

~ strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan.

d. Mengukur Kkinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian
target kinerja program dan kegiatan.

e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan
meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih professional.

f. Meningkatkan peran APIP dalam menjamin efektifitas SPIP.

g. Memantapkan pelaksanaan AKIP sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran dan
kebijakan pengawasan internal.

h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum
penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, penjelasan mengenai
sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2024

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai
dengan Triwulan II Tahun 2024, Isu-isu aktual penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini mejelaskan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024
serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai termasuk

kebutuhan pendanaanya.



BABIV: PENUTUP
Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2024

Keterkaitan pencapaian kinerja program, kegiatan dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026 bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah
dilaksanakan dengan baik.

Adapun Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan sampai dengan Tribulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagaimana tabel 2.1
(E-81) adalah sebagai berikut :
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Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tribulan II Tahun 2024 dengan
anggaran awal Tahun 2024 Rp. 15.649.533.642,- rata-rata capaian
realisasi kinerja rendah sebesar <66% dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 6.399.667.235 atau sekitar 40,89%.

Dari hasil evaluasi tersebut berikut analisis faktor-faktor
pendorong dan penghambat pencapaian kinerja/anggaran, serta tindak
lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja :

a. Pelaksanaan Audit Kinerja sesuai pemeringkatan PPBR, dan
Pelaksanaaan PKPT berbasis Resiko serta koordinasi pengawasan
yang berjalan dengan baik.

b. SDM APIP yang berkompeten.

2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

a. Kegiatan SPIP yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan I
belum dilaksanakan dikarenakan Peraturan Bupati tentang
Penerapan Managemen Resiko masih dalam proses dan untuk
Triwulan II setelah berkoordinasi dengan BPKP masih dalam
tahap pengenalan aplikasi karena aplikasi SPIP terintegrasi
terjadi perubahan sehingga admin daerah perlu pembinaan lebih
lanjut dari BPKP.

b. Adanya Surat dari Sekretaris Daerah Nomor
100.3.4/1245/424.102/2024 tanggal 24 April 2024 terkait
Penghematan Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka
menyesuaikan SILPA hasil Audit BPK. Himbauan sebagai tindak
lanjut Surat Sekretaris Daerah hal penghematan belanja per 8
Mei 2024 yaitu : himbauan tidak mengadakan kegiatan
rapat/sosialisasi/konsinyering/bimbingan teknis atau sejenisnya
di luar wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali undangan dari
instansi lain di luar Kabupaten Pasuruan dan Kegiatan yang
bersumber dari DAU harus melampirkan Nota Dinas Bupati
Pasuruan.

3. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

a. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
APIP.

b. Peningkatan kompetensi SDM pengawasan intern terutama
sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan,

maupun teknis substansi melalui Diklat dan Bimtek terutama
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terkait dengan Certification of Government Chief Audit Executive
(CGCAE) dan Manajemen Resiko Indeks (MRI).

c. Melaksanakan Sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait
Peraturan Bupati tentang Penerapan Managemen Resiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan selalu
berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Jawa Timur terkait aplikasi
SPIP terintegrasi. Untuk selanjutnya dilaksanakan bimbingan
teknis kepada Admin dan Asesor Perangkat Daerah terkait
aplikasi SPIP Terintegrasi, pendampingan dan penjaminan
kualitas pada pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP.

d. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator
kinerja, penambahan/pengurangan/pergeseran pagu anggaran

dengan adanya penghematan APBD Tahun 2024.

Isu-isu aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai

unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat

Daerah mengangkat beberapa isu-isu aktual, antara lain :

1. Kondisi SDM APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan belum
memenuhi perhitungan kebutuhan SDM yaitu seharusnya 80 Auditor
dan memiliki P2UPD (kondisi saat ini 21 Auditor dan belum memiliki
P2UPD).

2. Kondisi Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
pada tahun 2024 diharapkan sesuai dengan ketentuan porsi
anggaran pengawasan APIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2024 dan untuk memenuhi indikator MCP
KPK pada intervensi penganggaran, yaitu Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari
total belanja daerah, dengan klasifikasi ; diatas
Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar
0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan
diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3.Belum optimalnya implementasi dari regulasi/kebijakan terkait
pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

(belum ada monitoring dan evaluasi).



. Belum optimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Pasuruan dalam memperbaiki tata Kelola,
pengelolaan resiko, pengendalian intern atas program strategis
pemerintah daerah dan mendeteksi serta mencegah terjadinya

penyimpangan/ fraud.

.Belum optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK

oleh Perangkat Daerah / Obyek Pemeriksaan.

. Melaksanakan program penjaminan kualitas reviu berjenjang,

penilaian intern (telaah sejawat internal antar inspektur pembantul),
dan penilaian ekstern (telaah sejawat antar Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota) secara periodik/berkala dan berkelanjutan sesuai

dengan standar yang berlaku.

. Progress MCP KPK sampai dengan Tribulan II ini masih dalam tahap

upload data, belum dilakukan verifikasi oleh Kemendagri, BPKP dan
KPK.

. Layanan Konsultasi yang di berikan Inspektorat Daerah Kabupaten

Pasuruan belum mengarah pada pembinaan kepada Perangkat
Daerah yang masih memiliki Tingkat kematangan MR yang rendah
maupun Perangkat Daerah yang belum memiliki register
resiko/profil resiko, sehingga layanan konsultasi tersebut belum
mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan resiko di
lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu pemberian layanan
konsultasi belum mencakup pendampingan pengelolaan resiko
fraud, dalam rangka perwujudan peran APIP sebagai early warning

system.

. Penilaian secara berkala (Tahunan) untuk meningkatkan Kapabilitas

APIP sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah.



3.1.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA
Indikator dan target kinerja pada awal tahun 2024 sudah
memperhatikan realisasi 2023 serta Renstra 2024-2026. Dengan
memperhatikan hal tersebut pada awal Tahun 2024 terdapat
perubahan target yaitu pada salah satu target Tujuan dikarenakan
realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 mencapai target/proyeksi
2023, sehingga target nilai renstra tahun 2024 sudah tidak relevan,
maka pada Perjanjian Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 target Nilai
Maturitas SPIP ditingkatkan / dirubah menjadi (3.150) dengan level
tetap yaitu level 3. Adapun level tidak dinaikkan karena pada level 3 ini
masih banyak dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk
mempertahankan level dan menaikkan skor secara bertahap.

Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Daerah selaras dengan
rumusan Tujuan dan Sasaran dalam P-RKPD Tahun 2024 yaitu Tujuan
ke 3 “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan
pelayanan prima berbasis teknologi informasi” dan Sasaran ke 3.1
yvang bersih dan akuntabel”.

keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

"Meningkatnya birokrasi Adapun

Rumusan Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam
P-RKPD Tahun 2024

1

2

Tujuan : Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Kinerja dan

|r Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan : Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang dinamis dan
pelayanan prima berbasis
teknologi informasi

Sasaran :

Meningkatnya Kapabilitas APIP

Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Dacrah

Sasaran : Meningkatnya birokrasi
yang bersih dan akuntabel”

Adapun indikator dan target 2024 (awal dan perubahan) pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
tidak ada perubahan IKU (target tetap), meskipun ada Penghematan
Belanja APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tabel 3.1, dibawah

ini :



Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

Target 2024
No. Uralan IR/ | getnan | Roaleast Ket.
SPM IR 2023 | Awal | Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8
Tujuan : Meningkatnya
Kualitas Akuntabilitas Kinerja
dan Pengendalian Internal
Pemerintah
Indikator Tujuan :

1. | Nilai Maturitas SPIP IKU Level Level 3 Level 3 Level 3

(3.147) | (3,150) (3,150)

2. | Nilai SAKIP Pemda Komponen IKU - 16,74 16,80 16,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal
Sasaran : Meningkatnya
Kapabilitas APIP
Indikator Sasaran :

1. | Nilai Kapabilitas APIP IKU Level Level 3 Level 3 Level 3

(3,000) | (3,010) (3,010)

Sasaran : Meningkatnya
Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Indikator Sasaran :

2. | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah IKU - 84,15 85,55 85,55

(A) (A) (A)
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini

terdiri atas 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga)

Sub Kegiatan. Namun ada beberapa perubahan target kinerja pada beberapa

sub kegiatan, hal ini terjadi dikarenakan :

1. Adanya larangan pencairan gaji 13 bagi THL.

2. Adanya Surat dari Sekretaris Daerah Nomor
100.3.4/1245/424.102/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Penghematan
Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menyesuaikan SILPA
hasil Audit BPK. Himbauan sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris
Daerah hal penghematan belanja per 8 Mei 2024 yaitu : himbauan tidak
mengadakan kegiatan rapat/sosialisasi/konsinyering/bimbingan teknis
atau sejenisnya di luar wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali undangan
dari instansi lain di luar Kabupaten Pasuruan dan Kegiatan yang
bersumber dari DAU harus melampirkan Nota Dinas Bupati Pasuruan..

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas

Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2024 pada tabel 3.3, berikut ini :



TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

PRIORITAS

PEMETAAN

E Rl EARAELE PAGU ANGGARAN TARGET INDIKATOR KINERJA
NO | PEMBANGUNAN STRATEGIS KEGIATAN BAB IV RKPD BERDASARKAN -
DAERAH TAHUN 2024 SIPD TAHUN 2024 AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN
1. | Peningkatan - PROGRAM 1.628.818.180 406.268.600 89% 89%

tata kelola PENYELANGGARAAN

pemerintahan PENGAWASAN

yang efektif,

efisien dan Penyelenggaraan 1.195.538.180 63.320.500 100% 100%

akuntabel Pengawasan Internal

Sub Prioritas : Pengawasan Kinerja 54.110.000 323.302.000 8 Leporan 8 Laporan
Pemerintah Daerah

Peningkatan Pengawasan 60.730.000 | 1.479.388.200 8 Leporan 8 Laporan

penerapan Keuangan Pemerintah

sistem Daerah

pengendalian Reviu Laporan 96.242.000 | 1.046.108.200 | 57 Leporan 57 Laporan

internal Kinerja

pemerintah Reviu Laporan 154.255.000 23.310.000 | 116 Leporan 116 Laporan

dilaksanakan Keuangan

Inspektorat
Pengawasan Desa 144.133.200 60.730.000 | 16 Leporan 16 Laporan
Kerjasama 524.077.980 96.242.000 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan
Pengawasan Internal |
Monitoring dan 161.990.000 124.255.000 4 Dokumen 4 Dokumen

Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
APIP




NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

PROYEK
STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN BAB IV RKPD
TAHUN 2024

PEMETAAN
BERDASARKAN
SIPD TAHUN 2024

PAGU ANGGARAN

TARGET INDIKATOR KINERJA

AWAL

PERUBAHAN

AWAL

PERUBAHAN

Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

433.280.000

144.133.200

100%

100%

Penanganan
Penyelesaian
Kerugian Negara /
Daerah

71.140.000

435.448.000

1 Laporan

1 Laporan

Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

362.140.000

161.990.000

20 Laporan

20 Laporan

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

590.525.000

433.280.000

52%

52%

Pendampingan dan
Asistensi

590.525.000

71.140.000

100%

100%

Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

403.415.000

362.140.000

57 perangkat
daerah

57 perangkat
dzerah

Koordinasi,
Monitoring dan
evaluasi serta
verifikasi pencegahan
dan pemberantasan
korupsi

170.260.000

576.232.000

12 kegiatan

12 kegiaten

Pendampingan,
Asistensi dan
Verifikasi Penegakan
Integritas

16.850.000

576.232.000

2 perangkat
daerah

2 perangkat
dzerah




Tabel 3.3

Tabel Perubahan R Herja Inspekt Duerah Tahun 2024
KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : INSPEETORAT DAERAH
URUSAN 2024 EUMBE ALASAN
Renja DPA 2024 PERUBAHAN RENJA 2024 DANA FERUBAHAN
’ A R TAMBAH/(KURANG)
Ko BIDANG |
mm‘.l: EIG!ATAI: INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR TARGET
suB KINERJA TARGET IX PAGU RP TARGET IK PAGU [DPA) KEGIATAN/ SUB KINERJA TARGET IK PAGU X PAGU RP
KEGIATAN (SATUAN) KEGIATAN (SATUAN)
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14=11-7 18=12-8 16
1. | UNSUR PROGRAM Persentase 100% 100% PROGRAM Persentase 100% Dana 0% - 369.545.892
PENGAW | PENUNJANG dokumen /lapora 15.009.617.242 13.430.190.462 | PENUNJANG dokumen/laporn 13.060.537.870 Alohasi
ABAN URUSAN n administrasi URUSAN n administrasi Umum
FPEMERINTAH PD yang PEMERINTAHAN | PD yang {DAD)
AN baik/sesusi baik/sesuni
. reguiasl reguiasi
1.1 URUSBAN P P t 100% 100% Perencanaan, Persentase 100% 0% 179.568.000
PEMERI Penganggaran, | tersusunnya 246.378.000 371.686.000 | Penganggaran, tersusunnya 192.118.000
NTAHAN | dan Evaluasi Iaporan dan Evaluasi laporan
Kinerja perencanaan Kinerja perencanann
Peranghkat ponganggaran Perangkat penganggarin
Dueornh dan evalunsi Duerah dan evaluasl
: kinerja kinerja
1 Koordinasi dan Jumlah Laporan 4  lapom 5 laporan Koordinasi dan Jumiah Laporan 5 lapor o 179.568.000 Penghematan
Peny n Capajan Kinerja n 246.375.000 371.686.000 | Peny 1 Capaian Kinerja an 192.118.000 dari belanja
Laparan dan [khtisar Laporan Capaian dan Ikhtisar Pﬂ'."llﬂlﬂ_
Capuian Realisasi Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dinas meeting
Kinerja dan SKPD dan Ikhtinar Realisasi | SKPD dan Tuar kota
[khtisar Laporan Hanil Kinerja SKPD Laporan Hasd
Realisnsi Koordinasi Koordinnsi
Kineria SKPD Penyusunan Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capalan
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Realisas: Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
12 Administ P 100% 100% Administrasi Persent 100% 0% -~ 34.573.848
Keuangan terlaksananys 10.004.950.000 9.737.835.841 | Keuangan terlaksananya 9.703.261.993
administrasi Peranghkat sdministrasi
Duerah keuangan Daernh keuangan
i Penvedi lah gajl dan 560 ormng- 550 - Penvedizan Oajt Jumlah gaji dan 560 orang 0 C
Gaji dan Tunjangan ASN bulan 9.662.200.000 bulan 9.379.072,249 | dan Tunjangar Tunjangan ASN - 9.379.072.249
Tunjangan yang tersedia ASN yang tersedia bulan
ASN
2 Penyed: 1 13 dokum 13 dokumen Penyediaan Jumlah 12 doku -1 34.573.848 | Surmt Sekda
Admini pembay en 268.830.000 284.843.592 | Administrasi pembayaran men 250.269.744 it
pelal H {um pelaksanann Hanorarium larangan
tugas ASN Tenaga Non Non tugas ASN Tennga Non Non pencairan
PNS PNS 13 bagi
THL/PTT
E] Pelal ] Jumlak 12 dokum 12 dokumen Pelaksanaan Jumlah 12 doku D .
Penatausahann | Pembayaran en 73920 000 73.920.000 | Pe ¥ Pemt men 73.920.000
dan pengujian/ | Honorarium dan pengajian/ Honorarium
verifikasi pengelolaan verifikani poengelolnarn
Keuangan keusngan dacrah Keuangan SKPD keuangan dacrah
SKPD




URUSAN Renjs 2024 DPA 2024 PERUBAHAN RENJA 2024 TAMBAH /(KEURANG|
/ SUMBE ALASBAN
B oay | e INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR RDANA | ooier PERUBAHAN
JUKSUR SUB KINERJA TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU (DPA) KEGIATAN/ SUB KINERJA TARGET IK PAGU K PAGU RP
ERGIATAN (SATUAN) KEGIATAN {SATUAN)
1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10 12 13 14=11-7 15=12-8 16
1.3 Admini i P 100% 100% Adminl i P t 100% o% 73.960.000
Kepegawaian terlaksananya 2.162.970.000 500.473.600 | Kepegawalan terlaksananya 426.523.600
Peranghat administrani Peranghkat administrasi
Daerah kepegawaian Duerah kepegawalan
1 Pengadaan Jumish paket 1 Paket T Paket Pengadaan Jumlah paket 1 Pake: (] -
Pakaian Dinas | pakaian dinas 27.000.000 23.184.600 | Pakaian Dinas pakaian dinas 23.184.600
beserta Atribul | beserta atribut beserta Atribut besertn atribut
Kelengkapnnyva kelengkapan Kelengkapannya kelengkapan
2 Pendidikan Jumlah pegawai 110 Orang 26 Omang Pendidikan dan Jumlah pegawai 16  Oran -10 73.950.000 | Penghematan
dan Pelatihan berdasarkan 1.855.800.000 266.250.000 | Pelatihan berdasarkan E 192.300.000 pada
Pegawai Tugas dan Fungasi Pegawai Tugas dan kontribusi /
Berdasarkan yang yang Berdasarkan Fungsi yang yang biaya webinar
Tugas dan mengikuti Tugas dan Fungsi | mengikuti dan diklat
Fungsi pendidikan dan pendidikan dan penjenjangan
pelatihan pelatthan [dikarenakan
angha kredit
belum
memenuhi)
3 Bimbingan Jumlah erang 153  Qrang 41 Orang Bimbmgan Jumlah orang 41 Omn 0 =
Teknis yang mengikut 280.170.000 211.039.000 | Teknis yang mengikuti '] 211.039.000
Peraturan teknis/Implement Peraturan teknis/ Implemen
Perundang- nsi Peraturan Perundang- tasi Peraturan
Undangan Perundang- Undangan Perundang-
Undangnn Undangan
1.4 Administrasl | Persentase 100% 100% Administrasi Persentase 100% 0% 30.394.484
Umum terlaksananys 1.115.165.022 8956.960.261 | Umum B865.568.777
Perangkat administrasi Perangkat administrasi
Daerah umum Daerah umum
1 Penyediaan Jumiah paket 4 Poket 4 Paket vediaan Jumian paket 4 Paket 0 2.775.000 | Penambahan
Peralatan dan Peralatan dan 37915.358 36.839.790 | Peralatan dan Peralatan dan 39.614.790 refil
Periengkapan Perlengkapan Perlengkap Periengh pengharum
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang ruangan
disedinkan disediakan
2 P fi Jumish paket 7  Puket 7  Paket Penyedinan Jumlah paket 7  Paket 0 28.982.000 | Penghematan
Bahan Logistik bahan logistik 300.290.303 247994 857 | Bahan Logistik bahan logistilc 219.012.857 belanja
Kantor kantor yang Kantar kantor yang makanan dan
disediakan disediakan minuman
tamu
3 Penyed jumlah Paket 6 Paket B Puket Penyediaan Jumlah Paket 8 Puket ) 4.178 484 | Penghematan
Barang Barang Cetakan 110.195.361 87.225.614 | Barang Cetakan Barang Cetakan £3.038.130 belanja foto
Cetakan dan dan Penggandaan dan Penggandaan | dan Penggandaan copy
Penggandaan vang disediakan yang disedinkan
4 Penyedi Jumlah 12 Dolku 12 Dokumen Penyediaan Jumlah 12 Doku 0
Bahan Bacann Dokumen Bahan men 10.000.000 9.600.000 | Bahan Bacaan Dokumen Bahan men 9.600.000
dan Pernturan Bacaan dan dan Peraturan Bacaan dan
Perundang: P Perundang- Peraturan
Undangs Perund Undangan Perundang-
Undangan yang Undangan yang
disedinkan dinediakan




URUSAN Renja 2024 DPA 2024 PERUBAHAN RENJA 2024 TAMBAH/(KEURANG)
/ ALASAN
No | mmawa | EOERATC INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR s |  sancir PERUBAHAN
URUSAN SUB KINERJA TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU (DPA) KEGIATAN/ SUB KINERJA TARGET IK PAGU 1H PAGU RP
JUNSUR P (SATUAN) KEGIATAN (SATUAN)
1 2 3 4 L] 6 T 8 9 10 11 12 13 14=11.7 15=12-8 16
[] Penyelenggaran | Juminh Laporan 75 lLapora 75  Laporan Penyelenggarnan Jumlah Laporan 75 laper ] =
n Rapat Penyrienggarann n H56.764.000 514.300.000 | Rapat Koordinasi | Penyelenggaraan an 514.300.000
Koordinasi dan Rapat Koordinasi dar: Konsultasi Rapat Keordinasi
Konsultas: dan Konsultasi SKPFD dan Konsultasi
SKPD SKPD SKPD
185 Pongad P 100% 100% Porsentase 100% 0% 6.610.560
Barang Milik terlaksananyn 281.539.080 428.013.660 | Barang Milik terlaksannnya 421.403.100
Daerah pengadsan Daerah pengadaan
Penunjang barang milik Penunjang barang milik
Urusan daernh Urusan duerah
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
1 Pengadasn Jumlah Paket 4 Puket L) Paket Pengadaan Mebel Jumlah Paket 12 unit 8
Mebel Mebel yang 36.465.000 56.303.000 Mebel yang 56.303.000
disedinkan disediakan
2 Pen Jumlah unit 19 Unit 19 Unit Pengadaan Jumiah unit 18 unit 0 - | Penghematan
Peralatan dan | peralstan dan 199,564.080 248.456,260 | Peralatan dan perulatan dan 234,155.700 4.300.560 | dari sisa mati
Menin Lainnya | mesin lainnya Mesin Lainnya mesin lainnya PPN yang tidak
yang dissdiakan yang disediakan digunakan
padn
pengadann
ups
3 Pengadaan Jumlah anit 6 Uait 11 Unit Pengndaan Jumlah unit 11 unit [] - | Penghematan
Sarana dan Sarana dan 45.510.000 123.254.400 | Sarana dan Sarana dan 120,944,400 2310000 | dari sisa mati
Prasarana Prasarana Prasarana Prasarana PPN yang tidak
Gedung Kantor | Gedung Kantor/ Gedung Kantor Cedung Kantor/ digunakan
atau Bangunan | Bangunan atnu Bangunan Bangunan pada
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang pengadaan
disediakan disediakan Gorden
Vertical Blind
1.6 Penyediann Persentase 100% 100% Penyedinan Jusa | Persentase 100% 0% - 148.500.000
Jasa tersedianyn jasa 212.600.000 804.381.000 | Penunjang torsedianys jasa 658.881.000
Penunjang penunjeng Urusan penunjang
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Duerah
Daerah
1 Penyedi Jumiah lap 12 Lapora 12 Laporan Penyediaan Jasa Jumlah laporan 12 Lapor 0
Jasa Surat penyedisan jasa n 1.500.000 1.080.000 | Surat Menyurat penyedinarn jasa an 1.080.000
Menyurat suUral menyurat sumt menyurat
2 Penyediaan Jumlah laporan 12 Lapora 12 Laporan Penyediaan Jasa Jumlah lapomn 12 Lapor 0 - 125.500.000 | Pengurangan
Jasa penyedisan jasa n 185.000.000 682.101.000 | Komunikasi, penyediaan jusn an 556.601.000 buaya rekening
K ik rikasi, SDA Sumber Daya Air | komunikasi, SDA listrik untuk
Sumber Daya dan listrik yang dan Listrik dan listrik yang biaya pasang
Air dan Listrik | disediakan d ] baru instalasi
listrik dan
instalasi AC
Smanding
3 Penyedi lah Lap 2 Lapora 4  Laporan Penyediaan Jasa Jumiah Laporan 4 Lapor 1] 20.000.000
Jasa Pelayanan | Penyediaan Jasa n 26.100.000 121.200.000 | Pelayanan Umum | Penyedinan Jasa an 101.200.000 dari
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Peinyanan Umum penyesuainn
Kantor vang Kantor yarg kebutuhan
Disediakan Disediakan L“i‘,‘““' jasa uji
Pemeriksaan
fisik




URUSAR Renja 2024 DPA 2024 PERUBAHAN RENJA 2024 TAMBAH/(KURANG)
7 ——
Ko | BIDANG m%“:f INDIKATOR PROGRAM/ INDIEATOR :un?’: TARGET PERUBAHAN
URUSAN 8UB KINERJA TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU [DPA) KEGIATAN/ SUB KIRERJA TARGET IK PAGU K PAGU RP
/UNSUR KEGIATAN (SATUAN) KEGIATAN {SATUAN)
1 2 3 4 ] 6 T 8 2 10 11 12 13 14=11.7 16=12-8 16
1.7 Pomellharaun Persentase 100% 100% Pemolihar P t: 100% 0% 101.061.000
Barang Milik 986.018.140 691.840.100 | Barang Milik terpelibaranya 792.891.100
Daerah barang milik Daerah barang milik
P jang daernh Penunjang daerah
Urusan penunjang Urusan penunjang
Pemerintahan | urusan Pemerintahan urusan
Daerah Daernh
1 Penyediaan Jumiah 15  Unit 15 Unit Penyediaan Jass Jumiah 15 Unit 0 -
Jasa kendaraan dinas 799.122.600 406.268.600 | Pemelih kend dinas 406.268.600
Pemeliharaan, operasional atau Biaya operasional atau
Biaya gan Pemeliharaan, lapangan yang
Pemeliharaan, dipelihara dan Pajak dan dipelihara dan
Pajak dan dibayarkan pajak Perijinan dibayarkan pajak
Per{jinan dan perizinannya Kendaraan Dinas | dan periinannya
Kendarsan Operasional atau
Dinas lapangan
Operasional
atau la
3 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 50 Unit 50  Unit Pemeliharaan Jumlah Peralatan 50  Unit [] 24.449.000 | Penghematan
Peralatan dan dan mesin 61.895.540 B7.76%9 500 | Peralatan dan dan mesin 63.320.500 dari .
Mesin Lainnya | lainnya yang Mesin Lainnya lainnyn yang penyesumian
dipelihara dipelihara kebutuhan
belanja
pemeliharaan
AC
4 Pemeliharaan / | Jumish gedung 1 Unn 1 Unit Pemelib ! Jumlah ged 1 Ut 1] 125.500.000 | Pemeliharnan
Rehabilitasi kantor dan 125.000.000 197.802.000 | Rehabilitani kantor dan 323.302.000 Pemasangan /
Geclung Kantor Bangunan Gedung Kantor Bangunan Imt-:lui
dan Bangunan | Lainnya yang dan Bang Lai yang Listrik dan
Lainnya dipelihara/direha Lainnya dipelihara/direha Lamnya
bilitani bilitasi
w PROGRAM Persentase 89% (1T PROGRAM Persentase B9 Dana 0% 149.429.980
PENYELANGG rekomendasi 1.960.842.980 1.628.818.180 | PENYELANGGAR | rekomendasi 1.479.388.200 | Alokasi
ARAAN hasil AAN hasil Umum
PENGAWASAN | pengawasan PENGAWASAN pengswusan (DAU)
APIP dan BPK APIP dan BPK
yang ynng
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
2.1 Penyelenggara | Persentase 100% 100% Penyelenggaruan | Persentase 100% 0% 149.429.980
an Peranghkat 1.755.842.980 1.195.538.180 | Pengawasan Peranghkat 1.046.108.200
Pengawssan Daerah/Lembags Internal Daerah/Lembag
Internal yang telah & yang telah
dilakukan dilakuloan
pengawnsan pengawisan
sesuai Program sesual Program
Kerjs Kerjs
1 Pengawasan Jumlah laporan 1 Lapora 8 Laporman Pengawasan Jumiah lnporan 8 Lapor 1] 30.800.000 LAn
Kinerja hasil pengawasan n 162.560.000 54.110.000 | Kinena hasil pengawasan an 23.310.000 dari belanja
Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinera henorarium
Daerah pemeriniah Daerah pemerintah Tim Pelaksana
daersh daerah Kegintan
(Managemen
Oversight)




URUBAN Renja 2024 DPA 2024 PERUBAHAN RENJA 2024 TAMEBAH/(KURANG)
/ ALASAN
wo | mmAwa | FROSEAN INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR et | amanr PERUBAHAN
URUSAN SUB KINERJA TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU (DPA) KEGIATAN/ SUB KINERJA TARGET IK PAGU x PAGU RP
/UNBUR | o ran [SATUAR) KEGIATAN (SATUAN)
1 2 a 4 L] 6 7 8 9 10 11 12 13 14=11-7 18=12-8 16
2 Penga Jumlah lag 12 Lapora B Laporan Penga Jumlah laporan 8  Lapor 0
Keuangan hasil pengawasan . 251.350.000 60.730.000 | Keuangan hasil pengawasan an 60.730.000
P intah L @ Pemerintah keunngan
Daecrah pemerintah Dacrah
daerah dnernh
3 Reviu L Jumiah lap 57 Laporn 57  Lapoman Reviu Laporan Jumiash laporan 57  Lapor 0
Kinerja hasdl reviu n 98.000.000 96.242.000 | Kinerja hasil reviu an 96.242.000
Laporan Kinerja Laporan Kinerja
4 Reviu Lap Jumiah lng 116 Lapom 116  Laporan Reviu Laporan Jumlah laporan 116 Lapor 0 30.000.000 | Penghematan
Keuangan hasil reviu n 74.000.000 154,255,000 | Keuangan hasil reviu an 124 255.000 dari belanjs
Laporan Laporan perjalanan
Keuangan Keuangan dinas meeting
lunr kota
5 Penga lah lap 10 Lapora 16 Laporan Penga Desa | Jumlah lap 16  Lapor 0
Desa hasil pengawasan n 96.605.000 144 133.200 hasil pengawasan an 144.133.200
Desa Desa
6 Kerjasama Jumiah 1 Kescpa 1 Kesepakatan Kerjasama Jumlah 1T Kene 0 88.629.980 | Penghematan
Peng kesepakatan katan 935 927.980 524.077.980 | Pengawasan Kesepakatan pakat 435,448.000 dari belanja
Internal Pengawnasan Internal Pengawasar an perjalanan
Internal yang Internal yang dinan meeting
terbentuk terbentuk luar kota
T M ing dan Jumlah dol 4 Doku 4  Dokumen Monitoring dan Jumlah dokumen 4  Doku 0 =
Evaluasi hasil monitering men 137.400.000 161.990.000 | Evaluasi Tindak hasil monitoring men 161.990.000
Tindak Lanjut dan Evaluasi Lanjut Hasil dan Evaluns
Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK | Tindak Lanjut
Hasil Rl dan Tindak Hasil
BPK RI dan Pemeriksaan BPK Lanjut Husil Pemeriksaan BPK
Tindak Lanjut Rl dan Tindak Pemeriksaan RI dan Tindak
Hanil Lanjut Hasil APIP Lanjut Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksann
APIP APIP AFIP
22 Penyelenggara | Persentase 100% 100%: Penyolonggarann | Persentase 100% o% -
an terlaksananys 205.000.000 433.280.000 | Pengawasan terlaksananys 433.280.000
Pangw penga dengan pengawasan
dengan dengan Tujusn Tertentu dengan Tujuan
Tujuan Tertentu Tertentu
Tertontu
1 Penang Jumiah Lap 1 Lapom 1 Laporan Penanganan Jumlah Laporan 1 Lapor 0 -
Penyelesai penyelesai n 43,000,000 71.140.000 | Penyelesaian penyelesas an 71.140.000
Negara [ negara/daerah / Daerah nepm}durah
Daerah yang ditangani yang ditangani
2 Pengawasan Jumlah laporan 10 Lapora 20 Laporan Pengawasan Jumlah laporan 20 Lapor 0 B
dengan Tujuan hasil Pengavasan n 162.000.000 362.140.000 | dengan Tujuan hasil Pengawasan an 362.140.000
Tertentu dengan tujusn Tertentu dengan tujuan
tertenty tertentu




URUSAN Renja 2024 DPA 2024 PERUBAHAN RENJA 2024 TAMBAH /(KURANG)
/
PROGRAM SUMBE ALASAN
Ne BIDANG INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR PERUBAHAN
vrusax | KEGITAN/ KINERJA TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU (DPA) | KEGIATAN/ SUB KINERJA TARGET IK PAGU il R -l PAGU RP
/UNSUR KEGIATAN ({SATUAN) KEGIATAN (SATUAN)
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14=11.7 16=12-8 16
mL. PROGRAM Persentase 52% 52% PROGRAM Persentase Dana o% 14.400.000
PERUMUSAN Meningkatnyn 972.422.500 §90.525.000 PERUMUSAN Meninglkatnya 576.125.000 Alokasi
KEBIJAKAN, Eatogori Hasil EEBLJAKAN, Kategori Hasil Umam
PENDAMPING | Evaluasi SAKIP PENDAMPINGAN (DAU)
AN DAN Porangkst DAN ASISTENSI
ASISTENSI Daerah Daerah Dengun
Nilal A Nilai A
31 Pendamping P 100% 100% Pendamping P 100% 0% - 14.400.000
o dan Perangkat 972.422.500 590.525.000 dan Asistensi Perangkat 576.126.000
Asistens] Daersh yang Daerah yang
memperoleh memperoleh
pendampingan pendampingan
dan asistensi dan
1 Pendampingan, | Jumlah 57  perang 57 perangkat Pendampingan, Jumlah 57 pemn [ - 14.400.000 . tan
Asistensi, Perangkat kat 672.422.500 daerah 403.415.000 Asistensi, Perangkat fkat 389.015.000 dari belanja
Verifikasi, dan | Daerah yang dacrah Verifikasi, dan Daerah dacra alinan
Penilaian Dilakukan Penilaian dilakukan h diran meeting
Reformani Pendampingan Reformansi Pendampingan luar kota
Birokrasi Asistensi, Birokrusi Anintenai,
Verifikasi, dan Verifikasi, dan
Penilnian Penilaian
Reformasi Reformansi
Birokrasi Birokrasi
K finmsi Jumiah Kegiatan 12 kegiata 12 kegiatan Koordinasi, Jumlah E_c;int.m 12 kega 0 =
Monitoring dan Koordinasi, n 150,000,000 170 260.000 Monitoring dan Koordinasd, tan 170.260,000
evaluasi serta Monitoring dan evaluasi serta Monitoring dan
verifikasi Evaluasi serta verifikani Evaluasi serta
pencegahan Verifikasi pencegnhan dan Verifikasi
dan Pencegahan dan pemb P gahan dan
pemt Pemt tasan korupsi Pemberantasan
korupsi Korupsi Korupsi
2 Pendampings Jumlah 2  perang 2 t Pendampingan, Jumlah 2  peran 0
Asistensi dan Perangkat kat 150.000.000 daerah 16,850.000 Asistensl dan Peranghkat ghat 16.850.000
Verifikasi Daerah yang daerah Verifikani Daerah yang daem
Penegakan Dilakuknn Penegakan dilakulkan h
Integritas Pendampingan, Integritas Pendampingan
Asistensi dan Asinstensi,
Verifikasi Verifikasl,
Penegakan Penegakan
Integritas Integritasi
17.942.882.722 15.649.633.642 15.116.187.770 - B533.375.872




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 ini mengacu pada evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai
dengan Triwulan II Tahun 2024 yang merupakan bagian dari rangkaian
perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahdisusun dengan
memperhatikan Renstra 2024-2026 Inspektorat Daerah, Perubahan RKPD
2024, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Maka
Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan
menyesuaikan adanya penghematan APBD Tahun 2024 dimana pada
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 ada pengurangan
anggaran sebesar Rp. 533.375.872,- yang semula Rp. 15.649.533.642,-
menjadi anggaran perubahan Rp. 15.116.157.770,-. Perubahan anggaran ini
tidak mempengaruhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah
dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan
Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,

RIYANTO



FORMULIR E.70
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perubahan Renja Tahun 2024

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

I

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

target kinerja program dan
kegiatan Perangkat Daerah

No. Jenis Kegiatan Kesesu%:;l:k Faktor Penyebab p-e!-:;(deﬁpﬁ:glatn
Ada 5 Ketidaksesuaian Apabila Tidak
(1) (2) @) | 4 (5) o (6)
1 | Pembentukan tim penyusun /
Perubahan Renja Perangkat
Daerah dan Penyusunan
Agenda Kerja
2 | Pengolahan data dan ‘/
informasi ol
3 | Analisis gambaran pelayanan \/ Maksud dan tujuan
| Perangkat Daerah
4 | Mengkaji hasil evaluasi \/ Evaluasi renja
Perubahan renja Perangkat sampai tribulan II
Daerah tahun lalu berdasarkan Tahun 2024
renstra Perangkat Daerah
5 | Penentuan isu-isu penting ‘/
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah
6 | Penelaahan rancangan awal
RKPD - -
7 | Perumusan tujuan dan ‘/ Tujuan dan sasaran
sasaran perubahan renja
8 | Penelaahan usulan /
Masyarakat
9 | Perumusan kegiatan prioritas ‘/
10 | Pelaksanaan forum Perangkat Inspektorat Daerah
Daerah tidak melaksanakan
Forum OPD
10a | Menyelaraskan program dan Penyelarasan
kegiatan Perangkat Daerah program, kegiatan
dengan usulan program dan dan sub kegiatan
kegiatan hasil Musrenbang dilaksanakan oleh
Kecamatan PD yang
mempunyai Kamus
OPD, Inspektorat
tidak mempunyai
Kamus OPD
10b | Mempertajam indikator dan




sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah

10c

Mensinkronkan program dan
kegiatan antar Perangkat
Daerah dalam rangka
optimalisasi pencapaian
sasaran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas
pelaksanaan

- 10d

Menyesuaikan pendanaan
program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing
Perangkat Daerah sesuai surat
edaran Bupati

v~ | Untuk Pagu Indikatif

tidak ada SE Kepala
Daerah

11

Sasaran program dan kegiatan
Perangkat Daerah
berdasarkan pendekatan
kinerja, perencanaan dan
penganggaran terpadu.

Sasaran program dan kegiatan
antar Perangkat Daerah
dengan Perangkat Daerah
lainnya dalam rangka
optimalisasi pencapaian
sasaran prioritas
Pembangunan daerah telah
dibahas dalam forum
Perangkat Daerah

v’ | Inspektorat Daerah

tidak melaksanakan
Forum OPD

13

Menyusun pendanaan
program dan kegiatan
berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing
Perangkat Daerah dan
memperhitungkan prakiraan
maju

14

Dokumen Renja Perubahan
PD telah disahkan

Pasuruan, 1 Agustus 2024

Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002




